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ABSTRACT

This community service program in Bagolo Village, Kalipucang Subdistrict,
Pangandaran Regency aimed to enhance community empowerment through the
Agrarian Reform Access Arrangement initiative. The program sought to optimize
local resource utilization, particularly by fostering micro, small, and medium
enterprises (MSMEs) to increase income and improve welfare. Objectives
included strengthening community capacity in resource management, facilitating
access to capital, and expanding local product marketing. Implementation
followed a staged, partnership-based approach, encompassing social mapping,
institutional development, technical training, and continuous mentoring with the
involvement of stakeholders and local government. Results indicated that MSME
groups, such as Mulya Abadi, achieved significant income growth, while others
encountered sustainability challenges. Positive outcomes were observed in human
resource capacity building, market access expansion, and women’s empowerment.
The study concludes that integrated, partnership-driven agrarian reform access
arrangements can improve community welfare, provided there is sustained
support and institutional strengthening. To ensure long-term impact, the program
requires ongoing monitoring, evaluation, and broader dissemination to maximize
and sustain its benefits.

Keywords: : Community empowerment, agrarian reform access arrangement,
community income, institutional strengthening.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Sumber daya alam Indonesia yang melimpah, khususnya tanah, memiliki
peran strategis dalam mendukung kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Pemanfaatan tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga
mengandung nilai sosial yang harus dikelola dengan memperhatikan
kepentingan bersama serta menghindari kerugian bagi pihak lain (Utomo,
2023). Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air,
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah,
kemiskinan masih menjadi permasalahan signifikan yang harus dihadapi.
Dalam Badan Pusat Statistik (2023), tingkat kemiskinan pada tahun 2023
tercatat sebesar 9,36% dari total penduduk, mengalami penurunan sebesar 0,18
persentase dibandingkan tahun 2022 sebesar 9,57%. Penurunan ini masih
tergolong rendah, maka dari itu diperlukan upaya yang lebih optimal dari
pemerintah dalam menekan angka kemiskinan sekaligus memastikan
pengelolaan sumber daya alam, khususnya tanah supaya dapat memberikan
manfaat yang maksimal dan merata bagi seluruh masyarakat.

Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan pemerataan
kesejahteraan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN) turut berperan melalui kebijakan Reforma Agraria.
Kebijakan ini diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang bertujuan
mengatur penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah secara adil dan
berkelanjutan. Menurut Limbong dalam Arisaputra (2016), reforma agraria
tidak hanya menyelesaikan persoalan kepemilikan lahan melalui redistribusi
tanah, tetapi juga mencakup aspek yang lebih luas, seperti perluasan akses

masyarakat terhadap sumber daya alam, permodalan, teknologi, pasar, tenaga



kerja, serta distribusi kekuasaan politik. Program ini memiliki keterkaitan erat
dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) IV Tahun 2020-2024, yang menekankan peningkatan
kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui penguatan sektor
agraria sebagai pendorong pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Reforma agraria pada dasarnya merupakan perpaduan antara /and reform
dan access reform, yakni proses penataan kepemilikan lahan yang disertai
dengan pengaturan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan
politik agar lahan yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan
berkelanjutan (Anida dkk., 2018). Dalam implementasinya, kegiatan penataan
akses merupakan tahap lanjutan setelah penataan aset, seperti program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Lintas Sektor (Lintor), dan
redistribusi tanah (Winarso dkk., 2022). Berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 62 Tahun 2023, penataan akses didefinisikan sebagai program
pemberdayaan ekonomi bagi subjek reforma agraria yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan tanah secara
produktif. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah pemberdayaan masyarakat
melalui sektor pertanian, perdagangan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM), dengan memberikan akses terhadap permodalan, pelatihan, serta
dukungan lainnya sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Penataan Akses
Reforma Agraria Tahun 2024. Melalui program ini, masyarakat diharapkan
tidak hanya memperoleh legalitas atas tanah, tetapi juga dapat meningkatkan
kapasitas ekonomi dan kemandirian melalui aktivitas produktif yang berbasis
pada pengelolaan lahan. Dengan demikian, penataan akses menjadi bagian dari
strategi pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mengurangi
kemiskinan dan memperkuat struktur sosial-ekonomi di tingkat lokal (Wibowo,
2022).

Sebagai bentuk implementasi dari program penataan akses reforma
agraria, Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan
kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada pengembangan

usaha serta pemanfaatan potensi lokal. Dalam konteks penelitian ini, Desa
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Bagolo, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat
dipilih sebagai lokasi utama penelitian. Pemilihan Desa Bagolo didasarkan
pada data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangandaran (BPS, 2023) yang
menunjukkan bahwa wilayah tersebut masih memiliki tingkat pendapatan
masyarakat yang relatif rendah serta angka kemiskinan yang cukup tinggi.
Secara umum, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pangandaran tercatat
mencapai 36,70 ribu jiwa pada tahun 2023. Kondisi tersebut juga tercermin di
Desa Bagolo yang menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program penataan
akses reforma agraria. Berdasarkan laporan akhir kegiatan pemetaan sosial,
dari 50 kepala keluarga yang menjadi target penerima manfaat program,
sebanyak 18 kepala keluarga diketahui masih memiliki pendapatan di bawah
Upah Minimum Regional (UMR).

Desa Bagolo, Kecamatan Kalipucang, merupakan salah satu wilayah di
Kabupaten Pangandaran yang telah melaksanakan program redistribusi tanah
pada tahun 2018 sebagai bagian dari kebijakan /land reform. Program
redistribusi tersebut menjadi langkah awal bagi pelaksanaan program penataan
akses reforma agraria sebagai bentuk lanjutan yang bertujuan untuk
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan
pemberdayaan ekonomi. Pelaksanaan program penataan akses ini dilakukan
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran sebagai bagian dari upaya
mengoptimalkan pemanfaatan tanah oleh masyarakat penerima manfaat
reforma agraria.

Salah satu potensi ekonomi lokal yang mendukung pelaksanaan program
ini terletak pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),
khususnya pada kegiatan pengolahan rumput laut. Sumber daya rumput laut
yang melimpah dapat ditemukan di kawasan pesisir Pantai Karapyak, yang
menjadi ciri khas wilayah tersebut. Jenis rumput laut yang paling banyak
dijumpai adalah Ulva lactuca, yang menurut Cahyadi dalam Iksani dkk.
(2024), memiliki berbagai manfaat, termasuk kemampuannya dalam
menghambat pertumbuhan sel kanker. Masyarakat memanfaatkan potensi ini

dengan mengolah rumput laut menjadi produk bernilai ekonomi, seperti keripik
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dan makanan ringan lainnya, yang menjadi salah satu produk khas Desa
Bagolo.

Selain sektor UMKM berbasis pengolahan rumput laut, Desa Bagolo juga
memiliki potensi lain yang cukup menjanjikan di bidang perikanan dan
kelautan. Di wilayah ini terdapat sejumlah kolam ikan yang meskipun masih
dikelola secara sederhana, menyimpan peluang besar untuk dikembangkan
lebih lanjut. Kolam-kolam tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sumber
konsumsi harian, tetapi juga memiliki potensi ekonomi sebagai usaha
sampingan berbasis olahan hasil perikanan. Salah satu bentuk pengolahan yang
potensial adalah produksi abon ikan, yang memiliki nilai jual tinggi serta daya
tahan produk yang cukup lama, sehingga cocok untuk dikembangkan dalam
skala rumah tangga maupun industri kecil.

Potensi yang ada di Desa Bagolo perlu terus dikembangkan agar semakin
optimal melalui program Penataan Akses Reforma Agraria, yang diwujudkan
dalam bentuk pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengelola
potensi yang telah ada secara maksimal dan meningkatkan pendapatan
masyarakat. Semua pihak atau pemangku kepentingan harus bersinergi
memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, sejalan dengan tujuan utama
untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji Program
Penataan Akses Reforma Agraria dalam konteks pemberdayaan masyarakat,
guna mengevaluasi sejauh mana keberhasilan program tersebut dalam
meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian
ini mengangkat judul: “Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Akses
dan Dampaknya terhadap Pendapatan Masyarakat di Desa Bagolo,

Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran.”



B. Rumusan Masalah

Pada tahun 2022 Kantor pertanahan Kabupaten Pangandaran menetapkan
Desa Bagolo Kecamatan Kalipucang sebagai lokasi reforma agraria dengan
membentuk  program  penataan  akses reforma  agraria  dengan
mempertimbangkan potensi wilayah dan potensi masyarakat yang ada di Desa
Bagolo. Desa tersebut memiliki potensi besar di sektor Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM), sehingga diperlukan pemberdayaan yang optimal untuk
meningkatkan perekonomian desa agar lebih maju. Selain itu, dampak yang
dirasakan oleh masyarakat juga perlu diteliti lebih mendalam, mengingat
terdapat wilayah yang melaksanakan program tersebut secara kurang optimal,
sehingga dampak positif yang seharusnya diterima oleh masyarakat tidak dapat
terlihat. Keberhasilan suatu program tentunya akan berpengaruh pada
peningkatan pendapatan masyarakat. Berdasarkan penjabaran permasalahan di
atas, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengidentifikasi
permasalahan dalam penelitian, yaitu:
1. Bagaimana bentuk penataan akses dan peran para pihak dalam

pemberdayakan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat?
2. Bagaimana dampak penataan akses terhadap pendapatan masyarakat?
3. Apa saja faktor penghambat dan pendukung keberhasilan program

penataan akses reforma agraria pemberdayaan masyarakat untuk

meningkatkan pendapatan masyarakat?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk:

a. Mengetahui bentuk penataan akses dan peran para pihak dalam
memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat di Desa Bagolo, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten
Pangandaran.

b. Mengetahui Dampak Penataan Akses Reforma Agraria yang telah
dilaksanakan terhadap pendapatan masyarakat.

c. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung keberhasilan
implementasi program Penataan Akses Reforma Agraria
Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan Penelitian secara teoritis dan praktis yaitu:

a. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangsi
terhadap pengembangan ilmu pengetahuan program penataan akses
reforma agraria, implementasi, serta dampaknya terhadap
masyarakat. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai
referensi bagi akademisi dan praktisi pada bidang Reforma Agraria
atau bidang lainnya.

b. Secara praktis, Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam
perencanaan program penataan akses reforma agraria guna
mengurangi risiko kegagalan atau ketidaksesuaian dalam
pelaksanaannya agar masyarakat penerima manfaat dapat
merasakan dampak positif dari program reforma agraria yang

dijalankan oleh pemerintah.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Program Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Bagolo (2022-2024)
dilaksanakan melalui model kemitraan yang melibatkan berbagai pihak
strategis. Kegiatan dilakukan bertahap, dimulai pada 2022 dengan
pemetaan sosial terhadap 50 KK, sosialisasi, dan pendampingan awal
UMKM; dilanjutkan 2023 dengan penataan kelembagaan yang
membentuk Kelompok Mulya Abadi (produksi snack rumput laut) dan
Kelompok Putri Pemayang (produksi abon ikan); serta pada 2024 fokus
pada pengembangan usaha dan pemasaran bagi 16 KK terpilih. Peran
mitra mencakup koordinasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Pangandaran, bantuan sarana produksi dari Dinas Kelautan Perikanan dan
Ketahanan Pangan, pelatihan dan sertifikasi oleh Dinas Koperasi UMKM
Perindustrian dan Perdagangan, pendampingan teknis oleh Penyuluh
Perikanan Lapangan, serta dukungan pemasaran offline—online oleh PT.

Ladara Dharma Bhakti.

Program Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Bagolo memberikan
dampak berbeda pada dua kelompok sasaran. Kelompok Mulya Abadi
(ULVA-Q) yang memproduksi snack rumput laut mengalami peningkatan
pendapatan hingga 74%, dengan kenaikan tertinggi Rp3.400.000 per
bulan, berkat bantuan alat produksi, pelatihan teknis, dan akses pemasaran
yang lebih luas. Sebaliknya, Kelompok Putri Pemayang (abon ikan) tidak
berlanjut setelah pendampingan padda 2023 akibat ketergantungan pada
fasilitator, keterbatasan modal, lemahnya manajerial, dan minimnya akses
pasar, sehingga tidak memperoleh pendapatan. Secara sosial, program ini
memperkuat pemberdayaan perempuan dalam UMKM, meningkatkan
peran mereka di ekonomi lokal, dan menciptakan peluang kerja informal,

meski dampak ekonominya belum merata di semua.
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3. Pelaksanaan Program Penataan Akses Reforma Agraria dipengaruhi oleh

faktor penghambat dan pendukung yang saling memengaruhi tingkat
keberhasilan program. Faktor penghambat meliputi rendahnya minat dan
pemahaman masyarakat tentang manfaat jangka panjang program, sikap
pasif dalam pengumpulan data, rendahnya profesionalitas penerima
manfaat dalam produksi dan pemasaran, keterbatasan waktu
pendampingan akibat masa kerja fieldstaff yang singkat, keterlambatan
dan keterbatasan anggaran tanpa dukungan modal usaha, serta minimnya
monitoring dan evaluasi berkelanjutan dari instansi terkait. Sementara itu,
faktor pendukung mencakup fokus pada satu sektor UMKM yang
memudahkan koordinasi, ketersediaan akses jalan yang memadai untuk
mendukung pendampingan, serta potensi sumber daya alam lokal seperti
rumput laut dan hasil perikanan yang melimpah yang menjadi basis kuat

pengembangan usaha dan penerapan ilmu dari penyuluhan.

B. Saran

1.

Tim Akses Reform selanjutnya dapat melaksanakan kegiatan monitoring
dan evaluasi lebih lanjut mengenai program pemberdayaan masyarakat
dalam penataan akses reforma agraria yang telah selesai dilaksanakan agar

dapat mengetahui perkembangan usaha binaan.

. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih mendalam mengenai

Program Pemberdayaan masyarakat dalam penataan akses reforma agraria
di lokasi lain agar masyarakat lebih mengetahui program tersebut.
Masyarakat harus aktif dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh
pemerintah dengan maksimal supaya usahanya terus berjalan sehingga
dapat meningkatkan pendapatannya.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk dapat memberikan rekomendasi
strategi dalam pengoptimalan pelaksanaan program supaya memberikan
dampak lebih besar dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan

masyarakat terutama dalam meningkatkan pendapatan.
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